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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip good governance terhadap aparatur 
desa dalam pelayanan publik di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng 
Rappang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhinya. Populasi penelitian ini 
berjumlah 1356 orang, sedangkan sampel penelitian menggunakan probility sampeling total yaitu 
92 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Observasi, 
Wawancara, Studi Pustaka dan Kuisioner. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel 
frekuensi dan persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip good governance aparatur 
di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan hasil 
rata-rata persentase, yaitu 78,12%, Jadi kesimpulannya bahwa indikator ini berada pada kategori “ 
Sangat baik”. Pelayanan Publik aparatur desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten 
Sidenreng Rappang mendapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 69,83%, Jadi kesimpulannya 
bahwa indikator ini berada pada kategori “cukup baik”. Adapun Faktor-faktor yang paling 
mempengaruhi penerapan prinsip good governance terhadap aparatur desa dalam pelayanan  
public di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan “ 
Cukup baik” dengan hasil rata-rata persentase, yaitu 71,96%.  
        
Kata kunci: Good Governance dan Pelayanan Publik 

Abstract 

The research objective was to determine the aplication of the principles of good governance to village 
officials in public services in the Ciro-ciroe village, Watang Pulu district, Sidenreng Rappang district 
and to determine the factors that influenca it. The population of this study was 1356 people, while 
the research sampel used total probability sampling amounting to 92 people. Data 
collectiontechniques used in this study are to use observation techniques, interviews, literature study 
and questionnaires. The data collected was then analyzed using frequency and percentage tables.  
The result sof this study indicate that the principles of good governance apparatus in the village of 
Ciro-ciroe Kacamatan Watang Pulu, Sidenreng Rappang Regency above, then the average 
percentage is obtained, namely 78,12%. So it can beconcluded that this indicatoris in the very good 
category. Public servants of the ciro-ciroe village apparatus Watang Pulu district Sidenreng Rappang 
district above, then the average percentage result it 69,83%. So it can be concluded that this 
indicator is in the quite good category. As for the factors that most influenca the application of the 
principles of good governance to village officials in public services in the Ciro-ciroe village Watang 
Pulu sub-district, Sidenreng Rappang district above, the average percentage result is 71,96%. So it 
can be concluded that this indicator is in the quite good category. 
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A. PENDAHULUAN
Melayani masyarakat dengan baik 

adalah merupakan tanggung jawab bagi 
semua pegawai. Dengan demikian maka 
setiap pegawai harus melayani masyarakat 
dan mempelajari cara meningkatkan 
keterampilan untuk melayani. Di dalam 
keterampilan melayani, termasuk pula di 
dalamnya adalah penguasaan terhadap 
pengetahuan jasa layanan yang diberikan, 
karena hal ini akan menunjukan kepada 
masyarakat bahwa pegawai tersebut adalah 
seorang profesional di bidang Manajemen 
Pelayanan Publik. Seorang profesional dalam 
dunia pelayanan publik seharusnya 
menguasai kebutuhan masyarakat, 
mengetahui cara memuaskan dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Berdasarkan 
observasi yang ditemui di Desa Ciro-Ciroe 
sebagian dari pegawai masih kurang 
memahami, melayani, dan menghargai 
berbagai orang yang dijumpai setiap hari. 
Sehingga hal tersebut kurang membantu 
dalam peningkatan kualitas pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat. Bahkan 
terkadang pegawai mau dihormati dan minta 
pelayanan dari masyarakat yang seharusnya 
dia layani. Contohnya seperti berikut, yaitu : 
1. Pengurusan surat-surat seperti 

pengurusan surat pindah domisili atau 
pengurusan surat tanah. Ketika 
pengurusan ada berkas yang harus 
reproduksi seharusnya pegawai yang ada 
di kantor memfoto copy berkas tersebut 
namun masyarakat yang disuruh untuk 
melakukannya. 

2. Pengurusan surat keterangan tidak 
mampu. Terkadang ketika tidak ada 
pegawai di kantor masyarakat yang ingin 
mengurus surat tersebut, 
membuat/mengetik sendiri surat itu.  

Beranjak dari hasil observasi, penulis 
tertarik untuk lebih jauh meneliti, menganalisis 
dan mengetahui lebih dekat tentang 
Penerapan Prinsip Good governance dalam 
pemerintahaan desa sehingga penulis 
mengangkat judul “Penerapan Prinsip Good 
Governance Terhadap  Aparatur Desa Dalam 
Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe 
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten 
Sidenreng Rappang”. 

Banyak pendekatan dikembangkan 
sang para pakar buat mengukur taraf 
keberhasilan dan pelembagaan good 
governance. UNDP mendekatinya 
menggunakan prinsip-prinsip, yang 

laludikenal menjadi prinsip-prinsip good 
governance. UNDP mengemukakan sembilan 
prinsip, yakni partisispasi, rule of law, 
transparansi, responsiveness, orientasi 
konsensus, kesetaraan, efektivitas dan 
efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik. 
Ganie-Rochman (2000) menyebarkan empat 
prinsip, yakni akunta-bilitas, rule of law, warta, 
dan trans-paransi. 

Huther dan Shah pada Sedarmayanti 
(2012;98) menyebarkan konsep component of 
governance quality index, yang meliputi : 
indeks partisipasi warga negara, indeks 
orientasi pemerintah, indeks pembangunan 
sosial, dan indeks manajemen ekonomi. 
Laboratorium Good governance Provinsi 
Kalimantan Selatan menyebarkan 2 matrix 
indeks good governance yang meruapakan 
output “perkawinan silang” antara prinsip-
prinsip good governance dan gosip-gosip 
strategis. Kebutuhan warga terhadap 
pemerintah merupakan bersifat administratif 
juga pemenuhan terhadap barang atau jasa. 
Pemerintah menjadi penyedia pelayanan 
tentunya wajib melakukan pelayanan publik 
secara optimal buat membentuk pelayanan 
publik yang diperlukan sang warga . Tetapi 
demikian, pelayanan publik yang baik wajib 
didukung sang taraf partisipasi yang baik pula. 
Masyarakat menjadi penerima pelayanan pula 
wajib bersifat aktif dan partisipatif pada 
penerimaan pelayanan, mendukung acara-
acara pelayanan yang dilakukan sebagai 
akibat keseimbangan dan kerja sama 
pelayanan bisa dilakukan secara baik. 
Pemenuhan pelayanan yang baik terdapat 
ketimpangan antara penerima dan pemberi 
pelayanan. Oleh karenanya, Rahmayanty 
(2013) merekomendasikan 5 hal utama pada 
merancang anugerah pelayanan secara 
prima, yaitu: Regulasi layanan (service 
regulation) untuk memudahkan pada 
pernberian pelayanan, setiap organisasi wajib 
menciptakan regulasi pada bentuk sistem, 
anggaran, keputusan, mekanisme dan 
rapikan cara lainnya dapat juga menerima 
pelayanan yang dipengaruhi. Dasar aturan 
pelayanan, persyaratan, mekanisme, saat 
pelayanan, dan lain sebagainya wajib 
dijelaskan secara lengkap pada pembuatan 
regulasi pelayanan. Regulasi yang tidak 
berbelit-belit, tidak tumpang tindih antara yang 
satu dengan yang lainnya, anggaran yang 
diatasnya juga pada bawahnya, akan 
menaruh potensi pelayanan yang lebih baik. 
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Regulasi itu mengatur anggaran dan jalannya 
pelayanan yang akan diberikan, menurut 
regulasi tadi dibutuhkan pelayanan yang bisa 
berjalan sinkron, yaitu pelayanan yang 
berkualitas, gampang, murah, baik, cepat, dan 
sempurna. Fasilitas– fasilitas lainnya (sevice 
facilities) Fasilitas menjadi saraana penunjang 
pada aplikasi pelayaan sebagai krusial untuk 
diperhatikan. Fasilitas atau sarana prasana 
pendukung merupakan instrument buat 
membantu menaikkan kinerja pelayanan. 
Kualitas sumber daya manusia yang 
kompeten dan sistem yang baik 
membutuhkan sarana dan prasarana yang 
mendukung untuk membentuk pelayanan 
yang berkualitas. Peranan tim pengarah 
(advisoryteam). Dari berbagai penjelasan 
diatas, bahwa pelayanan publik  dilakukan 
secara efektif dan efisien sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, maka seluruh 
komponen pelayanan memenuhi standar 
pelayanan. Pelayanan publik itu tidak berdiri 
sendiri, faktor lainnya juga memengaruhi 
terhadap pemberian  pelayanan. Berkaitan 
dengan hal tersebut, ada aspek manajemen 
yang juga memengaruhinya. Pelayanan dan 
manajemen menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dalam organisai, apalagi 
organisasi publik seperti organisasi  
pemerintahan. Manajemen merupakan sistem 
yang mengatur jalannya organisasi, 
sementara pelayanan adalah pelaksanaan 
dari sistem yang  dibangun di dalam 
organisasi tersebut.  

Pelayanan publik yang prima 
merupakan suatu kewajiban bagi 
penyelenggara pelayanan buat 
memenuhinya. Menerima pelayanan yang 
berkualitas merupakan harapan utama 
masyarakat. Kolaborasi dan kerjasama 
melalui regulasi yang dibangun wajib terus 
dijalankan untuk memberikan peningkatan 
terhadap kualitas pelayanan publik. 
Pelayanan publik yang semakin baik 
memberikan dorongan terhadap kinerja 
pelayanan publik. Tentunya, pengaturan 
terhadap kualitas kinerja pelayanan publik 
diiringi oleh reward yang wajib diterimanya 
pada penyelenggara pelayanan publik 
menjadi bentuk motivasi buat lebih baik dan 
menginspirasi bagi orang lain. Sebagai inti 
menurut pelayanan warga yang dilakukan 
oleh organisasi pemerintah kecamatan 
merupakan belajar buat berkomunikasi secara 
baik dan tepat setiap masyarakat yang datang 
mau meminta pelayanan. Berkomunikasi yang 

baik ini adalah keterampilan yang wajib dimiliki 
oleh setiap pegawai, lantaran hal tadi akan 
berpengaruh terhadap proses penyelesaian 
pekerjaan menurut seseorang pegawai.  

Good governance pada pencapaiannya 
wajib didukung sang public service menjadi 
orientasi pada penyelenggaraan pelayanan. 
Pelayanan publik sebagai bagian krusial pada 
pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. 
Bahkan, pelayanan publik membutuhkan 
pelayanan yang sama, tidak memiliki evaluasi 
yang negatif terhadap pelayanan yang 
diberikan. Menurut Safroni (2012), bahwa 
karakteristik-karakteristik pelayanan birokrasi 
yang berkualitas merupakan pelayanan yang 
bersifat anti birokrasi, distribusi pelayanan, 
dan desentralisasi dan berorientasi dalam 
klien, penekannya menggunakan cara: 
Pemerintah membangun suasana kompetitif 
dalam memberikan pelayanan; Pemerintah 
berorientasi pada kebutuhan pasar, bukan 
birokrasi; Pemerintahan desentralisasi dan 
lebih proaktif. Tetapi demikian, kesamaan 
yang terdapat merupakan bahwa apabila 
pelayanan pada suatu forum negara diberikan 
menggunakan cara yang kurang baik, maka 
sebagai stempel bagi forum negara tadi. 
Apabila hal itu berulang dilakukan dan hampir 
seluruh penerima pelayanan, akan menaruh 
presiden tidak baik bagi forum penyelenggara 
pemerintahan tadi. Menjadi aparatur 
pelayanan pun tidak hanya sekadar melayani, 
namun kemampuan melayani menaruh 
dorongan buat melakukan pekerjaan secara 
baik, menggunakan pelayanan semaksimal 
mungkin. Aparatur yang memberikan 
pelayanan eksklusif kepada warga, tentunya 
bisa dievaluasi secara eksklusif juga. 
Penilaian terhadap personal aparatur 
umumnya menyangkut mengenai 
kemampuannya pada menaruh pelayanan. 
Ada 5 aspek fundamental pelayanan publik 
yang paling signifikan buat diterapkan dalam 
instansi atau forum pemerintah, yaitu: 
Function (fungsi) Aparatur pelayanan publik 
menggunakan tugas utama dan fungsi yang 
inheren dalam dirinya wajib melakukan kinerja 
sebaik forum atau instansi pemerintah 
sebagai kunci primer pada pelayanan. 
Pelayanan yang baik, akan memberikan 
kepuasaan kepada masyarakat. Sebaik-
baiknya pelayanan merupakan kepuasan 
terhadap aspek yang dilayani dan berorientasi 
dalam kebutuhan dan kepentingan warga dan 
memberikan secara penuh pada warga , 
baiknya menjadi bagian tanggung jawabnya. 
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Kinerja utama bagi aparatur merupakan 
tuntutan yang wajib pada saat eksklusif, 
apabila setiap aparatur sadar dan memiliki 
tanggung jawab yang bertenaga terhadap 
tugas pokoknya, sinkron menggunakan fungsi 
masing-masing, sinkron menggunakan 
tanggung jawab yang inheren, sinkron 
menggunakan ketentuannya, maka 
pelayanan bisa berjalan secara baik. 
Penerapan mengenai cara dan menjalani 
pekerjaan sinkron menggunakan manfaatnya 
dilakukan dari kemampuan dan kompetensi 
yang dimilikinya. Setiap pegawai bertanggung 
jawab terhadap setiap pekerjaannya, 
menggunakan kualitas dan kompetensi yang 
dimilikinya buat mernberikan pelayanan yang 
terbaik. Confirmance (confirmance) Kepuasan 
pelayanan publik merupakan terletak pada 
kepuasan yang diterima sang penerima 
pelayanan. Kualitas pelayanan dipengaruhi 
oleh kebutuhan penerima pelayanan, pada hal 
ini merupakan kebutuhan warga. Bukan 
kebutuhan organisasi, instansi atau birokrasi. 
Aspek yang paling fundamental pada 
pelayanan publik merupakan kebutuhan 
warga dan penerimaan atau kepuasannya. 
Ketentuan yang dipersyaratkan pada 
penerimaan pelayanan publik memiliki koridor 
dan rapikan anggaran yang terdapat pada 
dalamnya, pencerahan dan partisipasi warga 
pula bisa memengaruhi terhadap pemenuhan 
kualitas pelayanan tadi, sebagai efektivitas 
dan efisiensi pelayanan bisa tercapai. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian adalah desa yang 
terletak  diwilayah administratip Kecamatan 
Watang Pulu yaitu Desa Ciro-ciroe. Tipe dan 
jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
dengan menggunakan teknik pengambilan 
sampel secara random, yaitu purposive 
sampling. Populasi diambil dengan 
pertimbangan waktu, biaya dan tenaga 
peneliti dalam melakukan penelitian ini, 
sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini 
diambil sebesar 1.356 responden (sumber 
data : papan informasi monografi desa, 2016). 
Jumlah sampel dari setiap dusun 
menggunakan rumus slovin diatas untuk 
menentukan sampel sesuai dengan jumlah 
keseluruhan sampel perdusun yaitu dusun 
satu 46 dan dusun dua 46 dengan jumlah 
keseluruhan sebanyak 92 orang. Dalam 
melakukan pengukuran atas jawaban dari 
kuesioner-kuesioner tersebut yang diajukan 
kepada responden, skala yang digunakan 

adalah skala Likert. Skala Likert digunakan 
untuk mengukur sikap, pendapat, dan 
seseorang atau sekelompok orang tentang 
fenomena sosial. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil rata-rata persentase dari 4 item 
pertanyaan pada penerapan prinsip good 
governance aparatur di Desa Ciro-Ciroe 
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten 
Sidenreng Rappang diatas, maka didapatkan 
hasil rata-rata persentase, yaitu 78,12%. Jadi 
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada 
indikator ini berada pada kategori “ Sangat 
baik. Hasil rata-rata persentase dari 5 item 
pertanyaan Pelayanan Publik aparatur desa 
Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu 
Kabupaten Sidenreng Rappang, maka 
didapatkan hasil rata-rata persentase, yaitu 
69,83%. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa pada indikator ini berada pada kategori 
“cukup baik”. Hasil rata-rata persentase dari 5 
item pertanyaan pada Faktor-faktor yang 
paling mempengaruhi penerapan prinsip good 
governance terhadap aparatur desa dalam 
pelayanan  publik di Desa Ciro-Ciroe 
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten 
Sidenreng Rappang diatas, maka didapatkan 
hasil rata-rata persentase, yaitu 71,96%, Jadi 
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada 
indikator ini berada pada kategori “ Cukup 
baik”. 
 
D. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada pembahasan 
sebelumnya maka hal ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Prinsip good governance aparatur di Desa 

Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu 
Kabupaten Sidenreng Rappang didapatkan 
hasil rata-rata persentase, yaitu 78,12%, 
Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
pada indikator ini berada pada kategori “ 
Sangat baik”. 

2. Pelayanan Publik aparatur desa Ciro-Ciroe 
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten 
Sidenreng Rappang didapatkan hasil rata-
rata persentase, yaitu 69,83%. Jadi dapat 
ditarik suatu kesimpulan bahwa pada 
indikator ini berada pada kategori “Cukup 
baik”. 

3. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi 
penerapan prinsip good governance 
terhadap aparatur desa dalam pelayanan 
public di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan 
Watang Pulu Kabupaten Sidenreng 
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Rappang didapatkan hasil rata-rata 
persentase, yaitu 71,96%, Jadi dapat 
ditarik suatu kesimpulan bahwa pada 
indikator ini berada pada kategori “ Cukup 
baik”. 
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